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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang  berbunyi: 

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab 

atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. 

2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan 

dasar hukum yang tepat dan benar. 

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam 

menjalankan tugasnya mengadili suatu perkara, bahwa harus didasarkan  

pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak 

menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan 

pertimbangan hukum atau legal reasoning. 

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau 

legal reasoning harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang 

benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta 

peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum 

baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori 

hukum dan lain-lain. 

Atas dasar hal di ataslah sehingga penulis menyimpulakn bahwa 

berdasarkan hasil analisis penulis dari kedua pertimbangan hakim, yakni 

peetimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negerei Atambua 

dan pertimbangan Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Kupang, 
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penulis sependapat dengan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa perbuatan 

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal dalam dakwaan kesatu primair 

yakni Pasal 340 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 yakni sebagai orang yang turut 

serta dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (korban Joao ficente 

Fereira), yang mana hal ini menurut penulis lebih sesuai dengan fakta-fakta 

persidangan yang diperoleh melalui alat-alat bukti yang ada yang diajukan 

dalam persidangan.  

5.2 Saran  

Pertimbangan hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, 

yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan 

akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak 

atau hukumnya. Demikian pentingnya pertimbangan seorang hakim dalam 

memutuskan suatu perkara di pengadilan. Sehingga seorang hakim sebelum 

menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa 

dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti  memungkinkan 

timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor 

perkara baru. 
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